DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA

Menimbang

Mengingat

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya
dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya
dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang ;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana
Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah
Berkenaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang Pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah
Swatantra Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;



Menetapkan :

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Semarang
Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang Seri D Nomor 4
Tahun 1981);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang Nomor 3
Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Semarang Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Seri D Nomor 12 Tahun 1989 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

KABUPATEN SEMARANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN SEMARANG.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Semarang.

1.



(1)

(2)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.

Penyertaan modal adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat
permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk
diperjual belikan atau ditarik kembali seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga
dalam bentuk penggunausahaan / pemanfaat aset daerah, penyertaan modal
daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan / atau Badan Usaha lainnya
dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang
seluruh atau sebagian modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut
PDAM Kabupaten Semarang adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai
penyelenggara dan penyedia air minum.

BAB lI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan modal pada
PDAM Kabupaten Semarang.

Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebesar Rp. 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta rupiah).

a. pada Tahun Anggaran 2011 diserahkan sebesar Rp. 7.400.000.000,-
(tujuh milyar empat ratus juta rupiah); dan

b. pada Tahun Anggaran 2012 diserahkan sebesar Rp. 7.000.000.000,-
(tujuh milyar rupiah).

Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PDAM Kabupaten Semarang
dilaksanakan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

(1)

)

®3)

(4)

()

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba dari penyertaan modal daerah
PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

PDAM berhak mendapat dukungan berupa penyertaan modal, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

PDAM, berkewajiban mengelola penyertaan modal yang diserahkan daerah
berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

PDAM, berkewajiban memberikan bagian laba atas penyertaan modal yang menjadi
hak Pemerintah Daerah dan disetorkan kepada Kas Daerah mulai Tahun 2012

Besarnya bagian laba penyertaan modal yang menjadi hak Pemerintah Daerah
adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penentuan bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal adalah sebesar
55% (lima puluh lima per seratus) dari laba bersih PDAM Kabupaten Semarang
setelah dikurangi pajak penghasilan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal dikenai sanksi sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelasanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 30 —12 — 2010

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31 — 12 — 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN SEMARANG

UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian
daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan
modal daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008
yang mengamanatkan penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maka
dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6



